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Liputané.com, Jakara - Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspaknndo) &
COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda, menyambut baik langkah Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) yang akan melakukan audit bersama untuk mengawasi transaksi aset kripto dan non-
fungible token (NFT).

la menilai, langkah tersebut akan membuat indusin aset kripto dan NFT menjadi legriimate dan
semakin sehat. Adapun rencana audit bersama untuk awasi transaksi knipto dan NFT tersebut
disampaikan oleh Kepala PPATK, lvan Yustiavandana dalam Rapat Kerja Bersama Komisi Il DPR
pada Senin, 31 Januan 2022.

BACA JUGA:
Departemen Keuangan AS Ingatkan Risiko NFT dalam Pencuclan Uang

"Pelaksanaan joint audit antara PPATK dan Bappebt akan membuat indusin aset kripto dan NFT
menjadi lebih sehat. Langkah ini bisa melindungi investor, pedagang dan lembaga terkait lainnya.
Masyarakat juga bisa lebih confidence untuk masuk ke industn, karena sudah ada kejelasan
transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan prakiik pencucian uang,” ujar pna yang akrab
tepat untuk mengatur transaksi NFT di Indonesia. Namun, menunggu ekosistem bursa knpto
terbentuk yang diperkarakan selesai pada kuartal 1 2022

Soal penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan
teronsme serta pengembangan senjata pemusnah massal, sudah diatur dalam Peraturan
Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan
Pasar Fisik Komodit di Bursa Berjangka.

"Adanya kewajiban penerapan program APU PPT oleh para pedagang aset kripto sesuai dengan
yang diatur dalam PerBa, seperti kewajiban Proses Ui Tuntas Pelanggan (Customer Due
Diligence Process), kewajiban pemantauan transaksi, adanya kewajiban pelaporan setap
transaksi aset knipto yang mencungakan kepada PPATK dan Bappebt, dan peran serta direksi
dalam penerapan APU PPT," kata Manda.




Jalankan Regulasi AML

Pedagang aset knpto juga harus menjalankan regulasi AML (Antt Money Laundenng) yang
mewajibkan m -—kl_uk._—n prosedur KYC (Know your Customer), yang artinya saat ingin membuat

akun diharuskan mengunggah KTP sebagai identitas.

Setelah lulus proses identifikasi dan venfikasi sesuai ketentuan APU dan PPT, pelanggan dapat

=N

iberkan akun untuk transaksi perdagangan asset Knpto

Peraturan tersebut memben ruang pengembangan usaha inovasi komoditas digital, kepastian

berusaha di sektor digital, serta memben kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat
termasuk dana nasabah atau pengguna aset knpto

'Sebuah teknologi baru apa pun bisa dipakai untuk kejahatan maupun kebaikan, tergantung
penggunanya. Namun, balik lagi aset knpto dan NFT dibangun di atas teknologi blockchain yang

dapat meningkatkan transparansi 35-'|-.a|i-,_3|_ s mengurang peluang korupsi,” pungkas Manda.
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